
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 5 TAHUN    2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 5 TAHUN  2010

TENTANG

PAJAK   HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  BUTON,
Menimbang : a. bahwa berhubung Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Buton  Nomor 12
Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, perlu ditinjau
kembali dan disesuaikan;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Tingkat  II  di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1823);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1997  Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189
);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 125,  tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun  2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
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dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  2007
tentang Pembagian Urusan  Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton  Nomor 4 Tahun
2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton  Tahun 2004
Nomor 4).

Dengan Persetujuan  Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

4
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
HIBURAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah  Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah

otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif  Daerah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak daerah

sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas

penyelenggaraan hiburan;
6. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau

keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonoton atau dinikmati
oleh setiap orang dengan dipungut bayaran;

7. Penyelenggara hiburan adalah  oarag pribadi atau badan yang
menyelenggarakan  hiburan baik untuk dan atas namaya sendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,  perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama  dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

9. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu
hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau
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menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali
penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk
melakukan tugas pengawasan;

10. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton,
menggunakan atau menikmati hiburan;

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan
objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD  adalah  surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah  atau ke tempat lain yang
ditetepkan oleh Kepala Daerah;

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutya disingkat
SKPDKB  adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yamg masih harus dibayar;

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, yang diselanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah  surat keputusan yang menetukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

17. Surat Ketetapan  Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya  disingkat
SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan  jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama
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besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak;

19. Surat Tagihan Pajak Daerah,  yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda;

20. Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat  Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

21. Putusan Banding  adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak  atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak;

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan  pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan
.

(2) Obyek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran
(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  antara lain;

a. tontonan film;
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana;
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
d. pameran;
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e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
f. sirkus, akrobat, dan sulap;
g. permainan bilyar;
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
i. panti pijat, refleksi, mandi uap dan pusat kebugaran (fitness center);
j. pertandingan olahraga.

(4) Tidak termasuk obyek Pajak adalah tontonan film, pagelaran kesenian,
musik, tari, busana, kontes kecantikan, dan  pameran yang diselenggarakan
untuk pencarian dana kegiatan amal dan bantuan bencana serta hiburan
berupa kesenian rakyat/tradisional yang dilaksanakan di tempat umum dan
terbuka

Pasal 3

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau
menikmati hiburan.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
hiburan.

BAB III
DASAR  PENGENAAN,  TARIF   DAN  CARA PENGHITUNGAN

Pasal 4

(1) Pengenaan Pajak didasarkan pada jumlah uang yang diterima atau
seharusnya diterima oleh  penyelenggara hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada
penerima jasa hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah  :
a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana

film di bioskop dan melalui pengusaha TV Kabel ditetapkan  :
1. Pertunjukan Film  35 % (tiga puluh lima persen)
2. Jaringan TV Kabel  20 % (dua puluh persen) dari omset
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b. Untuk pertunjukan kesenian tradisioal  yang dilaksanakan di gedung dan

bersifat komersial ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
c. Untuk pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, serta kontes

kecantikan, bina raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas
pesen) ;

d. Untuk diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, ditetapkan sebesar
50 % (lima puluh persen);

e. Untuk permainan Bilyard ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
f. Untuk sirkus, akrobat, sulap, serta pacuan kuda, kendaraan bermotor dan

permainan ketangkasan lainnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh
persen);

g. Untuk panti pijat, refleksi, mandi uap dan pusat kebugaran (fitness center
ditetapkan sebesar  35 %  (tiga puluh lima persen);

h. Untuk pertandingan olah raga  dan permainan video game ditetapkan
sebesar 20 % (dua puluh persen);

Pasal  6

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan  tarif  sebagaimana
dimaksud dalam   Pasal 5 dengan dasar  pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
WILAYAH  PEMUNGUTAN

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan
diselenggarakan.

(2) Pemungutan  Pajak  tidak  dapat  diborongkan.
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BAB V

MASA  PAJAK  DAN  SAAT  PAJAK  TERUTANG

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya  satu  bulan  kalender yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak terutang.

Pasal  9

Saat Pajak terutang adalah pada saat penyelenggaraan dan atau pembayaran
hiburan.

BAB VI
SURAT  PEMBERITAHUAN  PAJAK  DAERAH

Pasal 10

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi  SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimaa dimaksud Pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib  Pajak atau kuasanya.
(3) SPTPD sebagaimaa dimaksud Pada ayat (1), harus disampaikan kepada

Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk,isi dan tata cara pengisian dan penyampaian  SPTPD ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB VII
PENETAPAN  PAJAK

Pasal  11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10,  Kepala Daerah
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :

1)  jika  berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD  tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
terutang;

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a  angka (1) dan angka (2) dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan
pajak yang kurang atau terlambat dibayar  untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

(3) Jumlah kekurangan pajak  yang terutang dalam  SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100 %  ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut;

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan;

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)  huruf a angka (3), dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administratif berupa bunga  sebesar 2 % (dua persen)
sebulan  dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
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jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak  saat
terutangnya pajak.

BAB  VIII
SURAT  TAGIHAN  PAJAK

Pasal 13

(1) Kepala  Daerah dapat menerbitkan STPD apabila  :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian SPTPD  terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau

denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa  bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 ( lima belas ) bulan sejak  saat terutangnya pajak.

(3) Pajak yang terutang menurut  SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 %  (dua persen) sebulan  ditagih
melalui STPD.

BAB  IX
TATA  CARA  PEMBAYARAN  PAJAK

Pasal  14

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang
berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas
Pendapatan atau pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

(4) Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta tanggal
jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal 15

(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan  sejak

diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding  yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak  setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan Persetujuan kepada
Wajib Pajak  untuk   mengangsur atau  menunda pembayaran pajak
dengan dikenakan bunga sebesar 2 %  (dua persen) sebulan.

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan  Kepala Daerah

BAB  X
TATA CARA PENAGIHAN  PAJAK

Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak  pada
waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  XI
KEBERATAN  DAN BANDING

Pasal 17

(1) Wajib Pajak dapat  mengajukan  keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a. SKPD
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
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d. SKPDLB;
e. SKPDN;
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai

alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui
surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 18

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
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Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan
dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 %
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.
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BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI

ADMINISTRATIF

Pasal 21

(1) Kepala Daerah  karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2) Kepala Daerah dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa

bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan  SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek
pajak.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adminsitratif dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimaa dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
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BAB  XIII

PENGEMBALIAN  KELEBIHAN  PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak dapat  mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
b. Masa  pajak ;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
d. Alasan yang jelas ;

(2) Kepala  Daerah  dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui
Kepala Daerah tidak memberikan  keputusan, maka permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang  pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKPDLB.

(6) Apabila pengembalian  kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu  2 (dua) bulan sejak diterbikannya SKPDLB, maka Kepala
Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen)  sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
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Pasal  23

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara
tertulis kepada Kepala Daerah  sekurang – kurangnya dengan
menyebutkan :
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan
secara langsung atau melalaui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala daerah.

Pasal  24

(1) Pengembalian  kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

(2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan  dan  bukti pemindahbukuan
juga berlaku  sebagai bukti pembayaran.

BAB  XIV
KADALUWARSA  PENAGIHAN

Pasal  25

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:
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a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal  26

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

BAB  XV
PEMBUKUAN  DAN PEMERIKSAAN

Pasal  27

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.
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Pasal  28

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB  XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal  29
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal  30

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
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(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

dalam sidang pengadilan;
b. Pejabat dan atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam
bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada
pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada
padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB  XVIII
PENYIDIKAN

Pasal  31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
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tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan atau
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan  menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

BAB  XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal  32

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat
(1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2
(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat
(1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal  33

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun
Pajak yang bersangkutan.

Pasal  34

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
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kurungan paling lama 1  (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp
4.000.000,-(empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan
tindak pidana pengaduan.

Pasal  35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat
(2) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton  Nomor 12 Tahun 1998
tentang Pajak Hiburan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutang.

BAB XXI
KETENTUAN  PENUTUP

Pasal  37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Buton  Nomor  12 Tahun  1998  tentang Pajak Hiburan
dinyatakan  dicabut dan tidak berlaku lagi.
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Pasal  38

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh  Kepala Daerah

Pasal  39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku  pada  tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal   4    Oktober 2010

BUPATI  BUTON,

CAP / TTD

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan  dalam Lembaran Daerah Kab.Buton
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19571231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN  2010  NOMOR 5



Pasal 38

Hal - hal yang belum dianr dalam Peraturan Daersh ini' sepanjmg mengenai

pelaksanaannfa akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pessl 39

Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal dilndangkan'

Agar setiap orang mengetahuiqra, nremerinahko Pg3turan
pLr*r ini dengan penempatannyu OaUm ftmU*n Daefah Kabupaten Buton'

Ditetapkan di Pasarwaio
padatatrgget 4 Oktober 2010

BUPATI BIITON,

CAP / TTD

Ir. II. LM. S.IAFEI KAIIAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ikb.Buton
padatanggal 7 Oktober 2010

UtamaMuda" IV/c
71231t99a0E I 004

DAEMH KABUPATEN BWON
2OIO NOMOR 5



PUNJELASANI

PERATURAN DAARAH KABUPA EN BUTON

NOMOR 5 TAHTJN 2O1O

TENTANG

PAJAK IIIBURAN

UMTTM

Untuk menyukseskarr penyenenggarain peme'rintahan" Undang-

undanc memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melakukan

ilffi*-kepada masyaralcat dalam bentuk Pajak dan Retribusi

[uUigai*** diut* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

p"Ff-p;;;h dan Retribusi Daerah yang diubah dengan Unda*g'Undang

Nirnor 34 l'ahun 2000. sesuai dengan undang-undang tersebuto Daerah

f."Urpatroru,rtu diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis Pajak.

selain itu, kabupatenlkota juga masih diberi kewenangan untuk

;;;Apkg".1enis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan

O"f"r-ijnaang-Undang, sehingga muncul kecenderungan Daerah untuk

,.n.ipt"f.* lerbagal-punE;utan _yang kadang ticlak sesuar dengrm

kete,nfuan prlraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan

kepentingan umum.

Meskipun t"Indang-Llndang memberikan kewenangarr kepada

Pemerintah gntuk membatatt un setiap Peraturan Daerah yang bertentangan

dengan Undang-Undang dan kepentingan umumi- -nltut dalam

kenyataannya, pengawasin terhadap ieraturan Daerah tidak dapat berjalan

,""*u efettif,'olef, karena itu maka Undang-Undang Nomor 18 Tahrrn

rqgi yane dirubah dengan Undang-UndangNomor 14f{*?900 dicabut

d; dit;tikan dengari Unda.ng-Unda.ng Nomor 28 Tahun 2009 tentang

pulrrr.-b"tah dan 
-Retribusi 

Daerah,, sehingga _dengrrn _demikian 
maka

selala peraturan Daerah yang pengrbitannya berdasarkan U- ndang'Undattg

NJmor 18 I'ahun rglz tang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 harus ditiqiau kembali seperti halnya Peraturan Daernh

K;t6"t* Daerah Tk. Ii Buton Nomoi 12 Tahun l'998 tentang Pajak

Hiburan.

H
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Peraturan Daerah ini telah rnerujuk pa.da Undang-Undang Nomor
28 itahun 2009 dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah rk. II
Buton Nomor 12 Tahun 19!)8. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini
diharapkan ,Capat meningkatkan kemampuan Daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluaran yang jumlatrnya semakin besar karena didalam
Peraturan Daerah ini terdapat peningkatan ob1.ek Pajak Hiburan. Di pihak
lain' Peraturan Daerah ini akan memberikan kepastian bagi maqyarakat
dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpqiakannya.

PASAL DElVfl PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dirnaksud dengan "hiburan berupa keseninn
ralqyat/tadisional yang yang dilaksauakan di tempat umum dan
terbuka" adalah hiburan kesenian nkyat/tradisional yailg
dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di
tempat yang dapat dikunjungi oleh se,rnua lapisan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
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Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal l0
Ayat(1)

Keteiluan ini memberikan keperceyaan kepadn Wajib Pajak

untuk menghitrrng, memperhifungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan

SPTPD.

Ayar(2)

CukuP jelas.

Ayat (3)

CukuP jelas.

Ayat (4)

CukuP jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
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Pasal 12

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak
yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan
kepada Wajib Pajak tertentu yang clisebabkan oleh ketidakbenaran

dalam pengisian SPT-PD atau karena ditemukannya data fiskal tidak
dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketenluan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah

untuk dapat rnenerbitk,an SKPDKB, SKPDKBI' atau SKPDN
hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain
hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang n)'ata-nyata atau

berdasarkan hmil perneriksaan tidak metnenuhi kewajiban
formal dan/atau kewajitran material.

Contoh:

Seorang Wajib Paiak tidalc menyampaikan SPTPD pada

tahun pajak 2009. Setelah. ditegur dalam janeka waktu
tedentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam
jangka wa.ktu paling lama 5 (lima) tahun l(sp6la Daerah
dapat menerbitkan SKPDKE atas pajak yang terutang.

Seorang Wajib Pa.iak menyampaikan SPTPD pada tahun
paiak 2009. Dalam.iangka waktu paling lama 5 (lima) tahun,

ternyata dari hasil psmerikr$aan SP:IPD yan.g disampaikan
tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar
tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB
ditambah dengan sarrksi adrninistratifl

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalarn contoh yang telah
ditBrbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling
larna 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditermukan

daa baru clar/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penunbahan jumlah pajak yang terutang,
Kepala Daerah dapat menerbitkan SI#DKBT.

Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah
ternyata jumlah pajak yang terutang sarna bosarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

kredit pajalc, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDI,{.

1.

t

J.

4.
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Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara

jabatan" adalah penetapan besamya.pajak terutaflB

yang dilakukan oleh F"epala Daerah atau 
-pejabat

yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau

Leteiangan iain yang dimiliki oleh Kepala Daetah

atau Pejabat Yang ditunj uk.

Huruf b

CukuP jelas

Huruf c

CukuP jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib Pajak yang tidak

m.emenuhi kewajiban perpajakannyt yaitu mengenakan sanksi

atlminisfatif berupa bunga sebesar 2% (dua perlen) sobulan dari

pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk.jygka waktu

;-ii"gi*io 24 (&n puluh empat) bulan atas pajak yang tidak

at,au 
-terlambat dibayar. sanksi adminisbatif berupa bunga

dihitung sejak saat terutangnya pajak sampni dengan

diterbitkannYa SKPDKB.

Ayat (3)

DalamtralwajibPajaktidr*memenuhikewajiban
perpajakannya sebagaimatta Aimattsud pada ayat (1) huruf b'

Vuiii"Orned ditemufannya data baru dan/atau data yang semula

6elum teirngkap yang berasal dari hasil pemeriksaan fhi"egl
pqiak yang t *ung b"rtambah, maka terhadap Wajib Pajak

lfil*ui*r ranksi administatif berupa kenaikan 100% (seratus

persen) dari jumlatl kekurangan pajak. sanksi adminishatif ini



,-l

tidak dikenakan apabila Wajib
diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

30

Pajak melaporkannya sebelum

Dalarn hal Wajib Pajak tidak rnemenuhi kewajiban
perpajnkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak rnengisi SPTPD yang
seharusnya dilakukannl'a, dikenakan sanksi adminishatif berupa
kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Kepala Daeratr menetapkan pajalc yang terutang
secara jabatan ruelalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 259'6 (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga
dikenakan sanksi adminisfatif berupa bunga sebesar 2o/a (dua
persen) sebulan dihitung dari p{ak yanlg kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu pal.ing lalrlu 24 (dua puluh empat)
bulan.

Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat
terutangnya pajak samp'ai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal t6

Cukup jelas.
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Pasal 17

Ayat(l)
CukuP jelas.

Pasal 1$

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal2l

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

CukuP jelas.

Pasal 28

CukuP jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yangdimaksuddengano.instansiyangmelaksanakan
pemungutan" a al* dinaVbadar/lombaga yang!Wa: pokok dan

iirngsiriya rnelaksanakm pemungutan Pajak dan Rotibusi'

Ayat(2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembalnsan yang

dilakukan oletr Pemerintah Daprah dengan alat kelengkapan

Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang membidangi rnasalah

keuangan.

Aya,t (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

CukuP jelas.

Pasal 3l

CukuP jelas.

Pasal 32

CukuP jelas.

Pasal 33
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33

Cukup jelas.

Pasal 34

Aya.t (l)
Pengenaan pidana kurungan dan pidaqa {:ne.kepada 

pejabat

LG; ahli'yang diturfuk oleh itupala Da.erah dimaksudkan

*toi. :menjamin iahwa lerahasiaan mengenai perpajakan daeratr

tidak akan diberitahukrm kepada pihak lain, juga agar {ajiU
iajak dalam memberikan aita Aan keterangan kepada pejabat

mingenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu'

Ayar(2)

CukuP jelas'

Ayat (3)

CukuP jelas'

Ayat (a)

CukuP jelas'

Pasal 36

Cuk.up jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cuk.up jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.
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